SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 72
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan
transparansi serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu
dilakukan penyesuaian besaran tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan
perundang- undangan;

b. bahwa untuk mendukung kinerja dan mobilitas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam menjalankan tugas di wilayah Kabupaten
Banjar yang cukup luas, diperlukan dukungan biaya
operasional sesuai dengan kebutuhan;

Cc. bahwa tunjangan perumahan dan transportasi untuk
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur
dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar
Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banjar sudah tidak sesuai
dengan hasil kajian kelayakan tunjangan perumahan
dan kajian kelayakan tunjangan transportasi untuk
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga
perlu dilakukan perubahan besaran atas tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjar;



Mengingat

1.
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60357)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2027
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
4);

17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar
(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor
72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar
Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 72
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal 1

Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 4
Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017
Nomor 72) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Bupati:



b.

Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2020 Nomor 72); dan

Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2023 Nomor 4),

diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(72)

(8)

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan
DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara dan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD,
kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi
Pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan.

Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:

a. Ketua DPRD sebesar Rp23.513.700,00 (dua puluh tiga
juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah); dan

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp21.834.150,00 (dua puluh
satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus
lima puluh rupiah).

Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:

a. Ketua DPRD sebesar Rp20.233.000,00 (dua puluh juta
dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp19.638.000,00 (sembilan
belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar
Rp18.475.050,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh
puluh lima ribu lima puluh rupiah).

Besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp
Rp19.043.200,00 (sembilan belas juta empat puluh tiga
ribu dua ratus rupiah).

Penetapan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tunjangan
transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan tunjangan
transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (7) hanya meliputi biaya sewa kendaraan tidak
meliputi biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd
SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Agustus 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinva:
KEPALA BAGIAN HUKUM

i

AHMAESRIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001




